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1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah 

untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, 

baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk 

perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan 

untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), 

sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat 1 yaitu “Rencana Pembangunan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) Tahun”. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, 

dan RKPD Pasal 343 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan perubahan Renja 

Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya 

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan yang meliputi: 

kerangka ekonomi dan Keuangan daerah; target sasaran pembangunan daerah; 

prioritas pembangunan daerah; penambahan/pengurangan program dan kegiatan 

perangkat daerah; serta target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.  

 Dengan adanya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian 

Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran 

klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan 

daerah serta memperhatikan adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan 

Daerah tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan 

nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah terkait penggunaan 

PENDAHULUAN 



 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BANGKALAN 

DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan DID. Mempertimbangkan hal tersebut 

mengakibatkan perubahan nama program/kegiatan dan pergeseran/ perubahan 

struktur APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 sehingga diperlukan penyesuaian 

perubahan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. 

Keterkaitan Renja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dengan dokumen perencanaan 

lain dapat dilihat pada gambar 1 : 

Gambar 1 : Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

 

Dalam menjalankan amanat tersebut, penyusunan Renja dikerjakan mulai dari 

penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun 

Renja PD, melakukan orientasi mengenai Renja PD selanjutnya menyusun agenda kerja 

tim penyusun Renja PD kemudian menyiapkan data dan informasi perencanaan 

pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Setelah melakukan persiapan penyusunan 

Renja tahapan selanjutnya  secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD; 

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting 

Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja 

terhadap pencapaian Renstra Bappeda, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja 

Tahun 2020 yang terdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya Perubahan Renja 

Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Bangkalan.  
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1.2 Landasan Hukum 

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten 

Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, 10); 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 
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f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah; 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E); 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan 

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D); 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 

Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 

Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 55); 

k. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E); 

l. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bangkalan; 

m. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalam Tahun 2021. 

n. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 62 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bangkalan Tahun 2021. 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 adalah: 

Maksud :  

- Untuk menyesuaikan perubahan tupoksi dan nomenkelatur Organisasi 

Tujuan : 

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan di Bappeda pada setiap tahun anggaran selama 

5 (lima) tahun;  

b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada 

RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2021. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penyempurnaan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2021 bertujuan untuk 

menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda yang tertuang dalam RKPD dengan 

sistematika sebagai berikut :  

Bab I  Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

Bab II  Hasil Evaluasi Renja Bappeda Sampai Semester I Tahun Berjalan 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Sampai Semester I Tahun Berjalan 

dan Capaian Renstra Bappeda 

Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda 

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda 

Bab 4 Penutup 
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2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Sampai Semester I Tahun Berjalan dan 

Capaian Renstra Bappeda 

 

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas 

rencana pembangunan daerah untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan 

dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja 

yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 

sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah. Tujuan dari 

evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah 

untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta 

mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta 

hambatan / permasalahan yang dihadapi. 

Pada Tahun 2021 Bappeda Kabupaten Bangkalan melaksanakan 3 Program, 14 

Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan sebagaimana tercantum pada Perubahan Renja Tahun 2021. 

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah ”Persentase perangkat daerah 

dengan perencanaan kinerja berkualitas baik” dengan target Tahun 2021 sebesar 

73,08%. Pada program ini terdapat kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: 

a) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), 

dengan Sub Kegiatan: 

• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD). 

• Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Perekonomian. 

Hasil Evaluasi Renja Bappeda Sampai 

Semester I Tahun Berjalan 
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• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. 

• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. 

• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD). 

• Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang SDA. 

• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. 

• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang SDA. 

b) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD). 

• Asistensi Penyusunan Dokumne Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Infrastruktur. 

• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. 

• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. 

• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). 

• Asistensi Penyusunan Dokumne Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Kewilayahan. 

• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. 

• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. 
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c) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). 

• Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Pemerintahan. 

• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. 

• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. 

• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidng Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD). 

• Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Pembangunan Manusia. 

• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. 

• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. 

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah ” Rata-rata persentase 

keselarasan antar dokumen perencanaan dan perencanaan dengan pelaksanaan 

dengan target Tahun 2021 sebesar 79%. Pada program ini terdapat kegiatan dan sub 

kegiatan sebagai berikut: 

a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan : 

• Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. 

• Pelaksanaan Konsultasi Publik. 

• Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD. 

• Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. 

• Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan. 
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• Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. 

b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan : 

• Analisis Data dan Informasi Perencanaan. 

• Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan 

Pembangunan SKPD. 

• Penyusunan Profil Pembangunan Daerah. 

c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

• Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah di Kabupaten/Kota. 

• Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah. 

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah ” Persentase terpenuhinya 

penunjang urusan pemerintahan” dengan target Tahun 2021 sebesar 96%. Pada 

program ini terdapat kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 

• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 

• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. 

• Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. 

• Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. 

• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD. 

• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 

• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD. 
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• Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. 

• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 

• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD. 

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

• Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. 

• Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. 

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

• Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai. 

• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. 

• Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. 

• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. 

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. 

• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

• Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 

• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 

• Fasilitasi Kunjungan Tamu. 

• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 

• Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD. 

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

• Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

• Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 

• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 

• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

 



 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BANGKALAN 

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 

• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 

• Pemeliharaan Mebel. 

• Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 

• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

 

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian 

target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 

tersaji dalam tabel 2.1 sebagai berikut : 

 

 


















































